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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Peran 

Pemerintahan Dalam Meningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di Nagari Pagaruyung Persepktif Siyasah Maliyah, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penundaan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB 

disebabkan oleh, karena kurangnya pengetahuan mengenai fungsi 

pajak, prosedur pembayaran, dan dampaknya bagi pembangunan 

nagari. Masyarakat cenderung menunda pembayaran karena tidak 

merasa memiliki informasi atau kewajiban moral yang kuat. 

2. Upaya pemerintah Nagari Pagaruyung menghadapi masyarakat yang 

menunda membayar PBB telah dilakukan dengan cara sosialisasi 

melalui kepala jorong dengan pemberitahuan surat edaran kunjungan 

rumah oleh petugas pajak. Bagi penunggak lama disampaikan 

pengajian atau kegiatan di kampung, di telfon bagi penunggak lama, 

melibatkan tokoh adat agama dengan pendekatan adat dan dakwah.. 

3. Peran Pemerintah Nagari Pagaruyung dalam meningkatkan 

pembayaran pajak dengan melakukan sosialisasi dan edukasi 

menyalurkan SPPT kepada masyarakat,melakukan koordinasi antar 

nagari dan jorong, dan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja 

petugas.  

4. Dari perspektif siyasah maliyah, peran pemerintah Nagari Pagaruyung 

memiliki tanggung jawab  untuk mendidik masyarakat, dan 

memastikan propesionalisme petugas pajak, dan meningkatkan nilai-

nilai agama dan sosial dalam meningkatkan pajak. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah 

Nagari, Pemerintah Nagari Pagaruyung perlu meningkatkan edukasi dan 

sosialisasi pajak secara tersruktur melalui pendekatan keagamaan dan 

adat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban 

membayar PBB. 

1. Distribusi SPPT harus dilakukan secara tepat waktu dan merata, serta 

melibatkan kepala jorong agar informasi pajak sampai langsung ke 

masyarakat. 

2. Petugas pemungut PBB harus di evaluasi secara berkala, dan diberikan 

pelatihan agar lebih profesional dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya. 

3. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah nagari 

disarankan memberikan keringanan atau fasilitas cicilan pajak agar 

tidak terbebani secara ekonomi. 

4. Pemerintah nagari perlu menetapkan sistem insentif dan sanksi yang 

adil untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mencegah 

keterlambatan pembayaran. Sinergi antara pemerintah, ulama, dan 

tokoh adat perlu diperkuat agar penarikan pajak mencerminkan 

prinsip keadilan, amanah, dan maslahah dalam kerangka siyasah 

maliyah. 
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